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WALI KOTA BEKASI

Kepala Perangkat Daerah se-Kota
Bekasi
Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/
Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
Direksi BUMD se-Kota Bekasi
Seluruh Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tenlang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana
Korupsi dan memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi
masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan
gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan momen hari raya untuk melakukan
perbuatan alau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik
kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi
pidana;

2. Apabila ASN dan Non ASN menerima dan/atau menolak gratifikasi atas
pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya wajib melaporkan kepada KpK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui unit pengendalian
Gratifikasi (UPG) pating tambat 10 (seputuh) hari kerja sejak gratifikasi
diterima/ditolak;

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai runjangan Hari Raya (THR) atau
dengan sebutan lain oreh ASN dan Non ASN, baik secara individu maupun
mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada rnasyarakat, perusahaan,
dan/atau ASN dan Non ASN lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,
merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana
korupsi;
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4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang
mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke
panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan
kepada UPG Kota Bekasi disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

5. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dilarang
menggunakan fasilitas kedinasan unfuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan
hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

6. Kepala Perangkat Daerah memberikan imbauan secara internal kepada ASN dan
Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan
menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang
ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi
dalam bentuk apapun kepada ASN dan Non ASN di lingkungannya;

7. Pimpinan Asosiasi Perusahaan/Korporasi/Masyarakat agar menginstruksikan dan
memberikan imbauan secara internal kepada Anggota
Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan
gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun
kepada ASN dan Non ASN. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau
pemerasan oleh ASN dan Non ASN agar melaporkannya kepada aparat penegak
hukum atau pihak yang berwenang;

8. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan
gratifikasi onlrne (GOL) pada laman https://gol.kpk.go.id, surat eleKronik di alamat
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK dan dapat disampaikan
kepada UPG Kota Bekasi melalui tautan https://tinyurl.com/laporupg atau hubungi
WhatsApp di +6Z6733rrrttt6

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada ianggal B,ftffirzlllr

Pj. Wali Kota Bekasi,
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R. Gani Muhamad

Tembusan :

'1 . Ketua KPK Rl;
2. Pj. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Kepala Kepolisian Resort Bekasi Kota,
5. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
8. Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi;
9. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
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